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Penggunaan Badan Jalan Umum Untuk Acara Hajatan Ditinjau Dari  Peraturan 

Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu  Lintas Dalam 

Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk  Kegiataan Lalu Lintas. 

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas  dapat dilakukan setelah 

mendapat izin dari kepolisian, jika mengakibatkan penutupan jalan harus ada jalan 

alternatif dengan rambu-rambu lalu lintas sementara. Prosedur pengajuan 

permohonan izin dijelaskan pada pasal 17 Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 

2012. Sanksi administratif yaitu beupa teguran merupakan sanksi yang paling 

ringan dan lazimnya peringatan/teguran lisan merupakan tahap awal sebelum 

menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif terhadap pelanggaran penggunaan 

jalan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas belum memberikan efek jera karena 

penerapan sanksi yang hanya berupa teguran kepada pihak penyelenggara tidak 

menimbulkan efek jera karena masyarakat sebagai pihak penyelenggara kegiatan 

menilai bahwa teguran tersebut diberikan Kepolisian jika kegiatan yang dilakukan 

telah mengganggu ketertiban lalu lintas dan sepanjang pihak penyelenggara dapat 

mengatur kelancaran arus lalu lintas maka Kepolisian tidak memberikan teguran 

dalam penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut, tetapi adanya upaya 

paksa yang dilakukan pihak Kepolisian untuk membongkar tenda yang digunakan 

sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran izin penggunaan jalan untuk 

kepentingan pribadi tentunya dapat memberikan efek jera kepada masyarakat 

sehingga masyarakat mematuhi segala aturan atau ketentuan yang harus dipenuhi 

dalam penggunaan ruas jalan untuk kepentingan pribadi, dan penerapan sanksi 

tersebut tentunya dapat berlaku efektif dalam mengurangi terjadinya tindak 

pelanggaran penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi.Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan 

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi. Dinamakan penelitian hukum doktriner 

dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis 

sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan 

membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.  

 

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek 

seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, 

penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan 

mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa 



 

x 
 

hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif 

mempunyai cakupan yang luas.  

 

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data yang bersifat deskriptif analis, yaitu penelitian bertujuan untuk 

menggambarkan fakta yang terjadi, yang dianalisis sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan yang diteliti, mengenai 

apakah Penggunaan Badan jalan Untuk acara Pribadi Ditinjau dari Perkapolri 

Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan 12 Perkapolri No. 10 Tahun 2012 Pasal 

15 Ayat 2 Lalulintas Dalam keadaan Tertentu dan Peraturan penggunaan Jalan 

Selain Untuk Kegiatan Lau lintas. Studi Kepustakaan merupakan kaitan dengan 

kajian teoritis dan referensi lain yang berkait dengan nilai, budaya, dan norma 

yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan dalam 

penelitian ini yaitu mengumpulkan data melalui buku-buku/literatur, artikel, 

majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya 

ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Teknik Analisis Bahan Hukum 

merupakan pengumpulan bahan hukum, disusun, diklasifikasi, dibandingkan, 

dianalisis, disimpulkan, dilaporkan dengan cara di preskriptifkan dalam BAB 

Pembahasan. 
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ABSTRAK 

ABSTRAK 

 

Tujuan dari Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan 

menganalis lebih jauh tentang bagaimana peraturannya bagi orang yang 

mengadakan acara pribadi di masyarakat dengan menggunakan jalan umum 

berdasarkan Perkapolri No. 10/2012 Tentang Penggunaan Jalan Selain untuk 

Kegiatan Lalu Lintas. Juga mengetahui secara lebih jelas lagi bagaimana sanksi 

administrasi yang didapatkan masyarakat jika melakukan pelanggaran tersebut. 

Sehingga fokus masalah dalam artikel penelitian skripsi ini adalah bagaimana 

peraturan penggunaan jalan umum untuk acara pribadi berdasarkan 

PERKAPOLRI No 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan 

Tertentu dan peraturan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan 

bagaimana sanksi administrasi terhadap pelanggaran penggunaan badan jalan 

selain untuk kegiatan lalu lintas. Sehingga dihasilkan dari artikel penelitian skripsi 

ini bahwa pertama, berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 

Tentang Pengaturan Lalu  Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan 

Selain Untuk  Kegiataan Lalu Lintas. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu 

lintas  dapat dilakukan setelah mendapat izin dari kepolisian, jika mengakibatkan 

penutupan jalan harus ada jalan alternatif dengan rambu-rambu lalu lintas 

sementara. Prosedur pengajuan permohonan izin dijelaskan pada pasal 17 

Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012. Kedua, sanksi administratif yaitu 

beupa teguran merupakan sanksi yang paling ringan dan lazimnya 

peringatan/teguran lisan merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap 

sanksi yang lebih berat. 

Kata kunci (keyword): Penggunaan Badan Jalan, Acara Hajatan, 

Penggunaan Jalan, Selaian Kegiatan lalu lintas. 
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